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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain"
. Definisi ini memberikan pemahaman yang komprehensif bahwa lingkungan hidup tidak hanya mencakup aspek fisik semata, tetapi juga aspek sosial dan perilaku manusia yang berinteraksi di dalamnya secara dinamis dan berkelanjutan.

Siti Sundari Rangkuti menjelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan "sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya"
. Pengertian ini menekankan pada aspek sistemik dari lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka menciptakan keseimbangan ekosistem yang berkelanjutan.

Otto Soemarwoto memberikan definisi lingkungan hidup sebagai "jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita"
. Definisi yang dikemukakan oleh Otto Soemarwoto ini lebih menekankan pada aspek fungsional lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta mengakui adanya hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya.

Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah "semua benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia"
. Pengertian ini menekankan pada aspek pengaruh timbal balik antara lingkungan hidup dengan kehidupan yang ada di dalamnya, dimana setiap perubahan pada komponen lingkungan akan berpengaruh terhadap komponen lainnya.

Emil Salim memberikan perspektif yang lebih luas dengan menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah "segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung"
. Definisi ini mengakui bahwa lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas kehidupan manusia, baik dalam aspek fisik, sosial, maupun ekonomi.

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 2 UUPPLH adalah "upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum"
. Definisi ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu rangkaian kegiatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Takdir Rahmadi menjelaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan "upaya untuk mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia"
. Konsep yang dikemukakan oleh Takdir Rahmadi ini menekankan pada aspek preventif untuk mencegah terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan yang tersedia.

N.H.T. Siahaan menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah "upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup"
. Definisi ini menekankan pada aspek komprehensif dari pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup berbagai dimensi kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Mas Achmad Santosa menambahkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang
. Pendekatan ini mengakui bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari upaya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

3. Asas-Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 2 UUPPLH mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. Tanggung jawab negara; b. Kelestarian dan keberlanjutan; c. Keserasian dan keseimbangan; d. Keterpaduan; e. Manfaat; f. Kehati-hatian; g. Keadilan; h. Ekoregion; i. Keanekaragaman hayati; j. Pencemar membayar; k. Partisipatif; l. Kearifan lokal; m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. Otonomi daerah
.

Asas tanggung jawab negara mengandung makna bahwa negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan
. Asas ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Asas kelestarian dan keberlanjutan mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup
. Asas ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Asas keserasian dan keseimbangan mengandung makna bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti aspek agama, sosial, budaya, ekonomi, politik, adat istiadat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi
. Asas ini mengakui bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dilakukan secara parsial tetapi harus mengintegrasikan berbagai dimensi kehidupan masyarakat.

Mas Achmad Santosa menjelaskan bahwa asas pencemar membayar (polluter pays principle) merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum lingkungan internasional yang mewajibkan pihak yang mencemarkan lingkungan untuk menanggung biaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran
. Asas ini bertujuan untuk menciptakan internalisasi biaya lingkungan dalam kegiatan ekonomi sehingga pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam mengelola lingkungan.

4. Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 3 UUPPLH menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. Menjamin terpenuhi keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. Mengantisipasi isu lingkungan global
.

B. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

1. Pengertian Limbah B3

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 21 UUPPLH adalah "sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain"
.

Koesnadi Hardjasoemantri menjelaskan bahwa limbah B3 adalah "limbah yang karena jenis, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia"
. Definisi ini menekankan pada tiga parameter utama yang menentukan tingkat bahaya limbah B3, yaitu jenis, konsentrasi, dan jumlah.

Emil Salim menyatakan bahwa limbah B3 merupakan "limbah yang mengandung bahan yang karena jenis dan konsentrasinya memerlukan penanganan khusus karena dapat membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan hidup"
. Pengertian ini menekankan pada aspek penanganan khusus yang diperlukan untuk mengelola limbah B3 agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan.

Daud Silalahi menambahkan bahwa limbah B3 adalah "setiap bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau proses produksi yang tidak digunakan lagi oleh pemilik atau pengguna sebelumnya karena alasan ekonomi maupun teknologi yang karena sifat fisik, kimia, dan biologisnya dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup"
.

2. Karakteristik Limbah B3

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, limbah B3 memiliki paling sedikit satu dari karakteristik berikut:

a. Mudah meledak (explosive) - limbah yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak atau melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan
;

b. Pengoksidasi (oxidizing) - limbah yang dapat melepaskan oksigen sehingga dapat menyebabkan kebakaran bahan lain atau meningkatkan hebatnya kebakaran
;

c. Sangat mudah terbakar (highly flammable) - limbah yang memiliki titik nyala kurang dari 23°C
;

d. Mudah terbakar (flammable) - limbah yang memiliki salah satu sifat: titik nyala kurang dari 60°C; bukan merupakan cairan dan pada suhu dan tekanan standar dapat mudah terbakar; merupakan gas yang pada suhu dan tekanan standar mudah terbakar dalam campuran 13% atau kurang dengan udara
;

e. Beracun (toxic) - limbah yang dapat menyebabkan kematian atau sakit serius atau membahayakan kesehatan manusia jika tertelan, terhirup, atau bersentuhan dengan kulit
;

f. Berbahaya karena menyebabkan infeksi (infectious) - limbah yang mengandung mikroorganisme patogen atau racunnya yang diduga dapat menimbulkan penyakit pada manusia atau makhluk hidup lainnya
;

g. Bersifat korosif (corrosive) - limbah yang menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja, atau memiliki pH sama dengan atau kurang dari 2 untuk yang bersifat asam dan sama dengan atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa
;

h. Bersifat reaktif (reactive) - limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi
.

Gatot Supramono menjelaskan bahwa karakteristik limbah B3 tersebut menentukan tingkat bahaya dan metode pengelolaan yang harus diterapkan
. Semakin berbahaya karakteristiknya, semakin ketat persyaratan pengelolaannya dan semakin tinggi standar keamanan yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan pengelolaan.

3. Jenis-Jenis Limbah B3

Berdasarkan sumbernya, limbah B3 dapat dibedakan menjadi:

a. Limbah B3 dari sumber spesifik - limbah B3 yang berasal dari kegiatan industri, pertambangan, transportasi, atau kegiatan lain yang secara spesifik tercantum dalam daftar
;

b. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik - limbah B3 yang berasal dari berbagai kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
;

c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi - limbah B3 yang berasal dari bahan kimia yang sudah melewati masa aktif atau produk yang tidak memenuhi standar kualitas
.

Helmi menjelaskan bahwa limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah yang berasal dari kegiatan industri tertentu seperti industri kimia, farmasi, logam, dan minyak bumi, sedangkan limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah yang dapat berasal dari berbagai kegiatan industri seperti pelarut bekas, minyak pelumas bekas, dan larutan asam atau basa bekas
.

4. Dampak Limbah B3 terhadap Lingkungan dan Kesehatan

Dampak limbah B3 terhadap lingkungan hidup dapat berupa: a. Pencemaran air tanah dan air permukaan; b. Pencemaran udara; c. Pencemaran tanah; d. Kerusakan ekosistem; e. Bioakumulasi dalam rantai makanan
.

Dampak limbah B3 terhadap kesehatan manusia dapat berupa: a. Gangguan sistem pernapasan; b. Gangguan sistem pencernaan; c. Gangguan sistem saraf; d. Kanker; e. Gangguan reproduksi; f. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan
.

C. Pengelolaan Limbah B3

1. Pengertian Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan limbah B3 menurut Pasal 1 angka 23 UUPPLH adalah "kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3"
.

Suparto Wijoyo menjelaskan bahwa pengelolaan limbah B3 merupakan "rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat berbahaya dan beracun dari limbah B3 sehingga aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup"
. Definisi ini menekankan pada tujuan akhir dari pengelolaan limbah B3, yaitu untuk mengurangi atau menghilangkan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan.

Muhammad Akib menyatakan bahwa pengelolaan limbah B3 adalah "kegiatan penanganan limbah B3 mulai dari sumber penghasil sampai dengan pembuangan akhir dengan tujuan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup"
. Pengertian ini menekankan pada pendekatan holistik dalam pengelolaan limbah B3 yang mencakup seluruh siklus hidup limbah tersebut.

2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan limbah B3 dilaksanakan berdasarkan prinsip hierarki pengelolaan limbah yang terdiri dari:

a. Minimisasi (Reduce) - upaya untuk mengurangi jumlah limbah B3 yang dihasilkan melalui perubahan proses produksi, substitusi bahan, atau efisiensi penggunaan bahan baku
;

b. Penggunaan kembali (Reuse) - upaya untuk menggunakan kembali limbah B3 tanpa mengubah bentuk dan fungsinya Ibid., Pasal 4 huruf b.
;

c. Daur ulang (Recycle) - upaya untuk mengolah limbah B3 menjadi bahan baku produksi
;

d. Pengolahan (Treatment) - upaya untuk mengubah karakteristik limbah B3 agar menjadi tidak berbahaya atau mengurangi tingkat bahayanya
;

e. Pembuangan akhir (Disposal) - upaya terakhir dalam pengelolaan limbah B3 yang dilakukan dengan cara yang aman bagi lingkungan
.

Mas Achmad Santosa menjelaskan bahwa hierarki pengelolaan limbah ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan pencegahan daripada penanganan
. Prinsip ini mengakui bahwa pencegahan timbulnya limbah lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penanganan limbah setelah terbentuk.

3. Persyaratan Pengelolaan Limbah B3

Berdasarkan Pasal 59 UUPPLH jo. Pasal 12 PP 101/2014, setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Izin tersebut meliputi:

a. Izin penyimpanan limbah B3 - izin untuk melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 dalam jangka waktu tertentu
;

b. Izin pengumpulan limbah B3 - izin untuk melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 dari berbagai sumber
;

c. Izin pengangkutan limbah B3 - izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3 dari satu tempat ke tempat lain
;

d. Izin pemanfaatan limbah B3 - izin untuk melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3 menjadi produk lain
;

e. Izin pengolahan limbah B3 - izin untuk melakukan kegiatan pengolahan limbah B3 agar menjadi tidak berbahaya
;

f. Izin penimbunan limbah B3 - izin untuk melakukan kegiatan penimbunan limbah B3 secara aman
.

Helmi menjelaskan bahwa persyaratan izin ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan fasilitas yang memadai
. Tanpa izin yang sesuai, kegiatan pengelolaan limbah B3 dapat menimbulkan risiko yang tinggi terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

4. Teknis Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan limbah B3 secara teknis harus memperhatikan:

a. Identifikasi dan karakterisasi limbah B3 - proses untuk menentukan jenis, karakteristik, dan tingkat bahaya limbah B3
;

b. Pengemasan dan pelabelan - limbah B3 harus dikemas dalam wadah yang sesuai dengan karakteristiknya dan diberi label yang jelas
;

c. Penyimpanan - limbah B3 harus disimpan dalam tempat yang memenuhi persyaratan keamanan dan lingkungan
;

d. Pencatatan dan pelaporan - setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 harus dicatat dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang
;

e. Pengangkutan - pengangkutan limbah B3 harus menggunakan kendaraan khusus dan dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan
.

D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Pengertian Korporasi dalam Hukum Pidana Lingkungan

Korporasi dalam hukum pidana lingkungan menurut Pasal 1 angka 32 UUPPLH adalah "kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum"
. Definisi ini sangat luas dan mencakup berbagai bentuk organisasi bisnis, baik yang telah memiliki status badan hukum maupun yang belum.

Muladi dan Dwidja Priyatno menjelaskan bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah "suatu organisasi yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu dan memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas"
. Pengertian ini menekankan pada aspek organisasi dan struktur dalam korporasi yang memungkinkan dilakukannya pertanggungjawaban pidana.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa korporasi dalam hukum pidana adalah "subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama korporasi tersebut"
. Definisi ini menekankan pada kemampuan korporasi untuk menjadi subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum lingkungan diatur dalam:

a. Pasal 116 UUPPLH yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurusnya
;

b. Pasal 117 UUPPLH yang mengatur tentang kriteria korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana
;

c. Pasal 118 UUPPLH yang mengatur tentang sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi
.

3. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pasal 116 UUPPLH mengatur bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. Badan usaha; dan/atau b. Orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai penanggungjawab badan usaha
.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut dalam UUPPLH adalah sistem pertanggungjawaban pidana yang bersifat kumulatif, dimana baik korporasi maupun pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara bersamaan
. Sistem ini memberikan fleksibilitas kepada penuntut umum dan hakim untuk memilih subjek mana yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

4. Kriteria Korporasi yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana

Pasal 117 UUPPLH mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana lingkungan hidup: a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi; b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi
.

E. Sanksi Pidana dalam Hukum Lingkungan

1. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam hukum lingkungan berdasarkan UUPPLH dapat berupa:

a. Pidana pokok, yang terdiri dari:

· Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;

· Pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
.

b. Pidana tambahan, yang terdiri dari:

· Pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan;

· Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

· Penutupan sebagian atau seluruh tempat usaha dan/atau kegiatan;

· Perbaikan akibat tindak pidana;

· Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

· Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun
.

2. Sanksi Pidana Khusus untuk Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin

Khusus untuk tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin, Pasal 103 UUPPLH mengatur bahwa "setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)"
.

3. Teori Pemidanaan dalam Hukum Lingkungan

Muladi menjelaskan bahwa pemidanaan dalam hukum lingkungan menganut teori gabungan (integratif) yang menggabungkan aspek retributif (pembalasan) dan utilitarian (pencegahan dan perbaikan)
. Teori ini mengakui bahwa sanksi pidana dalam hukum lingkungan tidak hanya bertujuan untuk memberikan balasan atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi.

Herbert Packer menjelaskan bahwa efektivitas sanksi pidana dalam hukum lingkungan sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu kepastian pengenaan sanksi, kecepatan pengenaan sanksi, dan kesesuaian sanksi dengan tingkat pelanggaran
. Ketiga faktor ini harus dipenuhi secara seimbang agar sanksi pidana dapat mencapai tujuannya dengan optimal.

4. Efektivitas Sanksi Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Andi Hamzah menyatakan bahwa efektivitas sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan dapat diukur dari beberapa indikator: a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan; b. Penurunan jumlah kasus pelanggaran lingkungan; c. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; d. Efek jera (deterrent effect) bagi pelaku dan masyarakat luas
.

Penelitian yang dilakukan oleh Takdir Rahmadi menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam kasus lingkungan hidup masih memiliki beberapa kelemahan, antara lain: minimnya efek jera yang dihasilkan, rendahnya tingkat deteksi pelanggaran, dan lamanya proses peradilan
.

Gatot Supramono menambahkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas sanksi pidana dalam hukum lingkungan perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa aspek: a. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum; b. Peningkatan koordinasi antar instansi; c. Perbaikan sistem pembuktian; d. Optimalisasi penggunaan sanksi administratif sebagai langkah awal
.

F. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan

1. Pengertian Analisis Yuridis

Analisis yuridis menurut Peter Mahmud Marzuki adalah "kegiatan menguraikan dan mengkaji fakta hukum berdasarkan norma hukum yang berlaku untuk mencari kebenaran hukum dalam suatu perkara"
. Analisis yuridis dalam konteks putusan pengadilan bertujuan untuk mengevaluasi apakah putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apakah pertimbangan hukum yang digunakan telah tepat.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa analisis yuridis terhadap putusan pengadilan meliputi: a. Analisis terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan; b. Analisis terhadap penerapan hukum materiil; c. Analisis terhadap penerapan hukum formil; d. Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim; e. Analisis terhadap putusan dan sanksi yang dijatuhkan
.

2. Metode Analisis Yuridis

Metode analisis yuridis terhadap putusan pengadilan dapat dilakukan melalui pendekatan:

a. Pendekatan normatif - menganalisis putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
;

b. Pendekatan kasus (case approach) - menganalisis putusan dengan membandingkannya dengan putusan-putusan serupa
;

c. Pendekatan konseptual (conceptual approach) - menganalisis putusan berdasarkan konsep-konsep hukum yang berkembang
;

d. Pendekatan historis - menganalisis putusan dengan memperhatikan latar belakang sejarah pembentukan norma hukum
.

3. Unsur-Unsur yang Dianalisis dalam Putusan Pengadilan

Dalam melakukan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan, terdapat beberapa unsur yang perlu dianalisis:

a. Identitas terdakwa - meliputi analisis mengenai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana
;

b. Dakwaan penuntut umum - meliputi analisis mengenai ketepatan perumusan dakwaan dan kesesuaiannya dengan fakta hukum
;

c. Pembuktian - meliputi analisis mengenai alat bukti yang digunakan dan kekuatan pembuktiannya
;

d. Pertimbangan hukum hakim - meliputi analisis mengenai dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara
;

e. Putusan dan sanksi - meliputi analisis mengenai kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum dan keadilan
.

4. Kriteria Putusan yang Baik

Yahya Harahap menjelaskan bahwa putusan pengadilan yang baik harus memenuhi kriteria: a. Berdasarkan pada fakta hukum yang jelas; b. Menggunakan dasar hukum yang tepat; c. Memuat pertimbangan hukum yang logis dan sistematis; d. Memberikan kepastian hukum; e. Mencerminkan rasa keadilan masyarakat
.

Andi Hamzah menambahkan bahwa dalam perkara pidana lingkungan, putusan yang baik juga harus memperhatikan: a. Dampak lingkungan yang ditimbulkan; b. Kemampuan terdakwa untuk melakukan pemulihan; c. Efek jera yang diharapkan; d. Perlindungan kepentingan masyarakat
.

G. CV. Juliana sebagai Subjek Hukum Pidana

1. Status Hukum CV. Juliana

Commanditaire Vennootschap (CV) atau persekutuan komanditer merupakan salah satu bentuk badan usaha yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). CV adalah persekutuan antara satu atau lebih persero aktif (sekutu komplementer) dengan satu atau lebih persero pasif (sekutu komanditer)
.

Dalam konteks hukum pidana lingkungan, CV dapat dikategorikan sebagai korporasi berdasarkan definisi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 32 UUPPLH
. Oleh karena itu, CV dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

2. Pertanggungjawaban Pidana CV

Pertanggungjawaban pidana CV dalam tindak pidana lingkungan hidup dapat dibebankan kepada: a. CV sebagai badan usaha; b. Persero aktif yang menjalankan kegiatan usaha; c. Persero pasif jika terbukti turut serta dalam pengambilan keputusan
.

Rudhi Prasetya menjelaskan bahwa dalam CV, persero aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, sedangkan persero pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetor
. Namun, dalam konteks hukum pidana, kedua jenis persero dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti terlibat dalam tindak pidana.
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